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PENGANTAR	  

 

Buku ini disusun oleh Komnas HAM, Jatam, dan Koalisi Advokasi Kasus Lubang 

Tambang Kalimantan Timur berdasarkan hasil advokasi bertahun-tahun yang 

dilaksanakan bersama oleh lembaga-lembaga yang terlibat di dalam Tim untuk 

mengungkapkan fakta-fakta telah terjadinya dampak yang serius dari kegiatan 

Korporasi di bidang pertambangan di Kalimantan Timur. 

 

Sampai dengan disusunnya buku ini, setidak-tidaknya telah terdapat 25 korban 

meninggal dunia yang sebagian besar adalah anak-anak, kerusakan lingkungan 

berupa perubahan kontur alam menjadi lubang-lubang yang seharusnya 

dilakukan penimbunan kembali untuk pemulihan lingkungan hidup dan 

memberikan jaminan keamanan bagi warga sekitar. 

 

Ketidakseriusan Pemerintah dan Korporasi tergambar dalam buku ini terutama 

dalam Bagian III yang menuliskan kronologis dan indentitas para korban serta 

upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh keluarga korban untuk mendapatkan 

keadilan yang belum pernah bisa diwujudkan. 

 

Harapan kami, penulisan buku ini dapat memberitakan tentang keadaan 

sebenarnya yang dialami para korban dan kerusakan lingkungan sehingga 

kedepan dapat diambil langkah-langkah yang konstruktif bagi pemenuhan hak 

atas keadilan bagi korban dan pemulihan lingkungan secara efektif. 

 

 

Jakarta, 27 Juni 2016 

 

 

Tim Penyusun 
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KATA PENGANTAR 

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat pada 2008 terdapat 
748 kasus terkait korporasi atau 18% dari total kasus yang diterima. Pada 2010 
kasus yang diterima oleh Komnas HAM terkait korporasi meningkat menjadi 976 
kasus. Kasus-kasus yang menyangkut korporasi ini didominasi oleh konflik sumber 
daya alam.1 

Berdasarkan data pengaduan tersebut serta kewenangan Komnas HAM sesuai 
dengan Pasal 89 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka Komnas 
HAM melalui Sidang Paripurna merekomendasikan pembentukan tim khusus 
untuk melakukan pemantauan konflik-konflik sumber daya alam (SDA) . Tim 
telah bekerja dalam kurun waktu 2016 dengan mengumpulkan data, fakta dan 
informasi di beberapa wilayah yang merupakan tempat asal dari pengaduan. 
Sesuai dengan isu SDA yang dibagi kedalam beberapa bagian seperti Perkebunan, 
Pertambangan, dan Kehutanan. Komnas HAM juga bekerja sama dengan NGO-
NGO yang aktif melakukan advokasi dan pendampingan dengan warga yang 
terlibat dalam konflik SDA. 

Dalam laporan pemantauan di Kalimantan Timur ini, Komnas HAM berkerja sama 
dengan Koalisi Lawan Lubang Tambang, melakukan pemantauan khusus ke lokasi 
eks tambang-tambang batubara dimana sedikitnya telah menelan korban sekitar 
25 orang. Korban tersebut mayoritas adalah anak-anak yang tenggelam di lubang 
bekas tambang. Lubang bekas galian tambang batubara tersebut dibiarkan saja 
terbuka tanpa ada pagar atau papan peringatan, padahal menurut aturannya ada 
yang disebut kegiatan pasca tambang. Hal kedua, lubang-lubang tambang 
tersebut cukup dekat jaraknya dengan pemukiman penduduk, sehingga dugaan 
awal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan secara sembarang 
tanpa melakukan studi kelayakan sebelumnya. 

Laporan yang disusun bersama dengan Koalisi Lawan Lubang Tambang ini bukan 
hanya memotret fakta peristiwa yang terjadi pada permasalahan pertambangan 
di Kalimantan Timur, akan tetapi laporan ini juga mengindikasikan adanya 
pelanggaran HAM yang cukup kuat yang dilakukan oleh korporasi dan pemerintah 
daerah sebagai pemberi izin. Pada laporan ini juga terdapat sejumlah 
rekomendasi kepada semua stakeholder pertambangan yang diharapkan dapat 
dilaksanakan demi Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi 
Manusia dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani 
United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP`s). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Laporan	  Komnas	  HAM	  
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Jakarta,   Oktober 2016  

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

 

 

Tim SDA 
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STATUS LAPORAN INI 

 

Laporan ini adalah hasil pemantauan atas peristiwa dugaan Pelanggaran HAM 

yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik 

Indonesia. Hal ini sesuai dengan dua fungsi dan kewenangan sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

pada pasal 89 ayat 3 dan 4 yang berbunyi masing-masing sebagai berikut : 

 

Ayat 3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang 

melakukan : 

 

a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil 

pengamatan tersebut. 

b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam 

masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat 

pelanggaran hak asasi manusia. 

c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang 

diadukan untuk dimintai dan didengar keterangnnya. 

d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada 

saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan. 

e. Peninjauan di tempat kejadian dan di tempat kejadian dan tempat 

lainnya yang dianggap perlu. 

f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara 

tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai *9960 dengan 

aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan. 

g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan 

tempat-tempat lainnya yang diduduki pihak tertentu dengan persetujuan 

Ketua Pengadilan. 

h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap 

perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam 

perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah 
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publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat 

Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. 

 

Ayat 4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : 

a. Perdamaian kedua belah pihak. 
b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, dan penilaian ahli. 
c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa 

melalui pengadilan. 
d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia 

kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. 
e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk 
ditindaklanjuti. 
 

Selain dua ayat dalam Undang-undang di atas Komnas HAM juga terikat pada 
komitmen Pemerintah Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani, 
United Nation Guiding Principle on Bussines and Human Rights (UNGP's) atau 
Penandatangan panduan prinsi-prinsip  penyelenggaraan Bisnis dan Hak Asasi 
Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

 
Hasil laporan ini juga berisi rekomendasi kepada para pihak terkait, baik pihak 
Pemerintah maupun pihak perusahaan-perusahaan pertambangan. Komnas HAM 
mendesak pihak terkait untuk menjalankan hasil rekomendasi ini guna 
menghindari jatuhnya korban baru dan memastikan keadilan dan pemulihan bagi 
korban berjalan. 
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PELANGGARAN ATAS HAK DASAR DALAM KASUS EKS LUBANG TAMBANG DI 

KALIMANTAN TIMUR 

 

I. PENDAHULUAN 

Potret Pertambangan Di Kalimantan Timur 

Di Indonesia, Kalimantan Timur adalah salah satu dari Provinsi Utama Penghasil 

Batubara, terdapat 1488 izin tambang berskala IUP seluruhnya, izin tambang IUP 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah, provinsi dan kab/kota.  

Selain izin IUP, terdapat juga izin tambang yang diterbitkan oleh pemerintah 

pusat melalui kementerian ESDM yang disebut Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara (PKP2B), di Kalimantan Timur terdapat 33 PKP2B, 

seluruh luas untuk IUP adalah 5,4 Juta Ha ditambah dengan luas PKP2B, 1, 8 

Juta Ha, Total luas tambang mengkapling 7,2 Juta Ha dari 12,7 Juta Ha dari 

daratan Kaltim atau 70 persen dari daratan provinsi ini. Ini belum 

diakumulasikan dengan jenis Izin komoditas eksploitatif lain seperti Izin Usaha 

Pengusahaan Sektor Perkayuan (IUPHHK-Kayu), Wilayah Kerja (Migas), HTI hingga 

Ijin Perkebunan Sawit, maka daratan Kalimantan Timur penuh dikapling oleh 

tambang.  

 

Kota Samarinda merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan kementerian 

ESDM masuk dalam wilayah usaha pertambangan, dengan itu Pemkot Samarinda 

mengeluarkan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara sesuai dengan 

kewenangan yang dimiliki. Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda 

mencatat hingga tahun 2014, ada 5 izin dalam bentuk PKP2B yang sepenuhnya 

dikeluarkan oleh pemerintah pusat, 1 IUP Pemerintah Propinsi, dan 63 IUP yang 

sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Samarinda. Dengan luasan masing-

masing 33,48% PKP2B, 32,5% IUP Propinsi, 38,37% IUP Kota. Total dari luas 

wilayah pertambangan terhadap luas wilayah Kota Samarinda sudah mencapai 

angka 71%. Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan timur, Samarinda memiliki 

karakteristik berbeda dengan daerah kabupaten/kota lainnya di Kalimantan 

Timur yang juga memiliki potensi pertambangan batubara.   
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Jumlah penduduk Samarinda merupakan paling tinggi di Kalimantan timur, hasil 

sensus tahun 2010, jumlah penduduk Samarinda 727.500 jiwa. Jumlah penduduk 

yang besar dan wilayah usaha pertambangan yang luas, membuat ruang terbuka 

hijau Kota Samarinda saat hanya sekitar 5%, sedangkan UU No 26 Tahun 2007 

tentang Pentaan Ruang mengamanatkan ruang terbuka hijau minimal 30% dari 

wilayah kota. Melihat hal ini, bentang alam atau kondisi ekologis Samarinda 

sudah menutup kemungkinan diterbitkannya lagi Izin usaha pertambangan, yang 

secara langsung akan menambah luasan wilayah usaha pertambangan.2 

 

Dampak dari obral izin ini adalah tumpang tindih antar kawasan, tambang di 

kawasan padat pemukiman salah satunya akibatnya lubang – lubang eks tambang 

meninggalkan air beracun dan logam berat dan juga sudah menelan korban anak–

anak tenggelam di lubang eks tambang batubara yang sampai Juni 2016 

berjumlah 243 orang (22 diantaranya anak-anak) dengan rincian di Kota 

Samarinda (15 anak), Kutai Kertanegara (8 anak) dan Pasir Panajem Utara (1 

orang).   

 

Setiap peristiwa tewasnya korban dilubang tambang tidak pernah sekalipun 

terselesaikan secara tuntas pada jalur hukumnya, jika adapun hukuman yang 

dijatuhkan sangat ringan seperti pada kasus Ema dan Eza yakni hanya 9 

(Sembilan) bulan, sedangkan sisa kasus lainnya belum ada tindak lanjutnya.  

 

Lemahnya pembelaan dan penuntasan kasus demi kasus yang ada berkaitan 

dengan lubang tambang tersebut ini dikarenakan oleh kerja banyak pihak yang 

tidak pernah selesai mulai dari kepolisian, pihak perusahaan hingga pada 

pemerintah kota, provinsi hingga level kementerian sekalipun. Tidak hadirnya 

niatan baik untuk menyelamatan lingkungan dari bahaya pertambangan batubara 

terlebih kepada masa depan anak-anak Samarinda dirasa menjadi alasan utama 

kasus semacam ini terus berulang selama 5 tahun. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Database	  JATAM	  Kalimantan	  Timur,	  2011-‐2015.	  	  
3	  Total	  tewasnya	  korban	  24	  orang	  tenggelam	  di	  bekas	  lubang	  tambang	  batubara	  dan	  1	  (satu)	  orang	  
bernama	  M.	  Arham	  (5	  tahun)	  meninggal	  dikarenakan	  terbakar	  dalam	  gundukan	  batubara.	  	  
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II. DASAR HUKUM: 

 

a. Pertambangan  

	  

1. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara,  

Berdasarkan pasal 97 yang berbunyi para pemegang IUP dan IUPK wajib 

menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan 

karakteristik suatu daerah. Begitu juga Pasal 98 disebutkan pemegang IUP dan 

IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air ang 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang ditimbulkan oleh adanya 

suatu tindakan dan terdapat aturan yang mengatur tindakan tersebut. Sama 

halnya untuk reklamasi dan pascatambang, terdapat aturan yang mengharuskan 

tindakan tersebut dilaksanakan dan harus dilakukan, karena apabila tidak 

dilaksanakan maka terdapat konsekuensi yang mengatur tindakan tersebut bila 

memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum. 

 

2. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup.   

Pasal 98 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup menyatakan:  

(1) “Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan Pasal 98 (1) 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, 
atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
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3. PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca-tambang 

Pasal 2 PP Nomor 78 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi 

dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi, 

(1)  “Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib 
melaksanakan reklamasi dan pasca tambang”. 

 
Pasal 21 PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca-tambang 

“Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 
wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada 
kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu”. 

 
Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan 

Pascatambang pada Pasal 2 ayat 1 termuat klausul wajib melaksanakan, sama 

halnya dalam Pasal 21. Klausul wajib berarti bahwa setiap pelaku usaha atau 

pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. 

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan 

reklamasi dan pasca-tambang. 

 

Dalam klausul hukum, wajib berarti harus dilaksanakan, dan apabila tidak 

dilaksanakan maka terdapat sanksi yang mengatur perbuatan tersebut. Di dalam 

reklamasi dan pasca-tambang terdapat sanksi administratif. Sanksi Administratif 

dalam hal ini adalah peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, 

pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.4 Di dalam sanksi yang telah diberikan tidak 

menghilangkan kewajiban untuk pemegang usaha untuk melaksanakan kewajiban 

melaksanakan reklamasi dan pasca-tambang.5 

 

Sanksi Administratif dikeluarkan oleh pemerintah selaku pengawas sesuai dengan 

kewenangannya di dalam Pasal 50 dikeluarkan oleh Sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau 

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.6 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Pasal	  50	  ayat	  2	  PP	  No.	  78	  tahun	  2010	  tentang	  Reklamasi	  dan	  Pasca-‐tambang	  
5	  Pasal	  50	  ayata	  3	  PP	  No.	  78	  tahun	  2010	  tentang	  Reklamasi	  dan	  Pascatambang	  
6	  Pasal	  50	  ayat	  4	  PP	  No.	  78	  tahun	  2010	  tentang	  Reklamasi	  dan	  Pascatambang	  
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b. Hak Asasi Manusia 

Hukum hak asasi manusia tidak secara eksplisit menjelaskan tentang tanggung 

jawab perusahaan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak 

asasi manusia. Namun demikian, meski tidak secara eksplisit menyebutkan 

bukan berarti hukum hak asasi manusia nasional tidak memberikan kewajiban-

kewajiban dasar  yang harus dijalankan oleh perusahaan-perusahaan dalam 

kaitannya dengan upaya-upaya penghormatan dan pemenuhan hak asasi 

manusia. Di sejumlah ketentuan hukum hak asasi manusia nasional memberikan 

beban kepada siapapun, termasuk di sini adalah perusahaan-perusahaan atau 

para pelaku bisnis, untuk menghormati dan mendorong pemenuhan hak-hak yang 

diakui dalam hukum hak asasi manusia.  

 

Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28J ayat (1) menyebutkan: 

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.” 

 

Dalam Undang Undang No.39/1999 Bagian Menimbang huruf b menyebutkan:  

“bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat 
pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus 
dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, 
atau dirampas oleh siapapun.” 

 
Selanjutnya Pasal 67 memperkuat bagian menimbang huruf b tersebut yakni:  

“Setiap orang  yang berada di wilayah negara republik Indonesia wajib patuh 
pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum 
internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara 
Republik Indonesia.” 

 
“Kewajiban dan Tanggungjawab dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia 
utamanya adalah kewajiban Pemerintah”,  

 
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

 

Indonesia, seperti yang tercantum dalam UUD 1945, mempunyai kewajiban 

untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi 

manusia. Hal ini dipertegas dengan adanya ratifikasi tujuh perjanjian 

internasional terkait hak asasi manusia yang diturunkan menjadi beberapa 
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undang-undang. Salah satunya adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi 

manusia yang membahas bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban dan 

bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan 

memajukan HAM.   

 

Kasus meninggalnya 24 warga di lubang bekas galian tambang yang seharusnya 

bertanggung jawab adalah korporasi yang menyebabkan terjadinya bencana. 

Tetapi dalam dokumen HAM menyebutkan bahwa tanggung jawab HAM lebih 

dibebankan pada Negara, sehingga penggunaan instrumen HAM harus 

disandingkan dengan undang-undang lain yang terkait.   

 

Mendasarkan pada United Nation Guiding Principles on Business and Human 

Rights, ada 3 (tiga) pilar dalam dokumen dapat digunakan dalam persoalan ini. 

Prinsip-prinsip ini menetapkan norma-norma dan kerangka otoritatif mengenai 

tanggung jawab korporasi terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini pada 

dasarnya terdiri dari tiga pilar yang berbeda tetapi saling terkait, yaitu :  

1. Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, dimana pemerintah 

harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak 

ketiga, termasuk bisnis;  

2. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang 

berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional 

dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari 

operasional korporasi; dan  

3. Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan 

yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.  

 

Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ruggie, Negara berkewajiban untuk melindungi hak 

asasi manusia, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran 

hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis. Prinsip-Prinsip Ruggie juga 

membagi peran antara negara dan korporasi, dengan pembagian peran tersebut 

pembagian antara pemegang hak (rights-holders) dan pemangku kewajiban 

(duty barriers) dapat berubah.  
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III. TEMUAN LAPANGAN 

 

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM RI selama tahun 2011 – 2016, 

menunjukan belum adanya upaya serius dari Pemerintah, baik pusat dan daerah, 

serta aparat penegak hukum dalam upaya penanganan terhadap kegiatan 

reklamasi dan pasca tambang sehingga menyebabkan terus jatuhnya korban jiwa 

dan kerusakan lingkungan.  

 

A. DAFTAR KORBAN MENINGGAL  

 

Korban 1-3 : Mimi, Juned dan Rahmad 

Pada 13 Juli 2011 telah terjadi peristiwa kematian 3 (tiga) orang anak 

bernama Miftahul Jannah (Mimi), Junaidi (Juned) dan Ramadhani (Rahmad) 

yang masih bersaudara tenggelam di di lubang bekas tambang PT. Hymco 

Coal di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.  

Orang tua Juned dan Rahmad merupakan petani gula merah aren yang tidak 

memiliki tanah sebagai lahan pohon aren. Hanya dengan menumpang di lahan 

milik keluarganya pasangan suami-istri dengan 10 orang anaknya ini 

bekerjasama untuk menghidupi keluarganya.   

 

Tidak ada kejelasan hukum kepada orang tua serta keluarga Juned dan 

Rahmad terkait kasus anak-anak mereka tersebut. Hingga saat ini proses 

hukum pidananya tidak berjalan sedangkan Pemerintah berserta perusahaan 

hanya bertanggung jawab dengan memberikan uang ‘tali asih’ sebesar Rp 

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).  

 

Lain halnya dengan Mimi, anak perempuan yang menurut catatan Jatam 

Kaltim, salah satu keluarganya bekerja di perusahaan pertambangan 

batubara tidak ingin melanjutkan kasus ini ke jalur hukum bahkan untuk 

diminta keterangan pun sangat sulit. Tetapi, ini seharusnya tidak dibiarkan 

begitu saja oleh pihak yang berwajib karena hilangnya nyawa seseorang 
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karena adanya aktivitas pertambangan pun menjadi hal wajib untuk 

ditindaklanjuti secara serius. 

 

Sumber Peta : Data base JATAM Kaltim, overlay peta tahun 2011 

Sumber Foto  : Repro koleksi keluarga by.Didit Haryadi (Jatam Kaltim) 

 

Korban 4-5 :  Ema dan Eza 

Pada 24 Desember 2011, 2 (dua) anak atas Emaliya Raya Dinata dan Dede 

Rahmad (6 tahun) meninggal di lubang tambang milik PT. Panca Prima Mining 

di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Ema lebih dahulu ditemukan dalam 

pencarian sedangkan Eza yang ditemukan setelah lubang yang penuh air 

tersebut dikeruk dan dikeluarkan sebagian airnya baru dapat ditemukan. 

 

Kasus ini pernah dibawa ke jalur hukum sampai diputuskan oleh Pengadilan 

Negeri Samarinda pada 28 Januari 2013 dengan amar menyatakan bahwa 

Muhammad Yusuf Ambo Rape (salah seorang petugas lapangan perusahaan) 

bersalah karena kealpaannya menghilangkan nyawa. Vonis hukum sangat 

ringan hanya 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp.1.000,00 (seribu rupiah). 

Selain itu, keluarga juga mendapatkan uang ‘tali asih’ sebesar Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam kasus ini, direksi perusahaan dan 

pejabat pengawas tambang pemerintah daerah tidak diproses secara hukum.  
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Korban 6 : Maulana Mahendra 

Pada 24 Desember 2012 Maulana Mahendra (11 tahun) menjadi korban 

meninggal di lubang tambang di tanah milik Sdr. Said Darmadi yang 

disewakan pada salah satu perusahaan pertambangan batubara, yaitu PT. 

Insani Bara Perkasa. Korban meninggal di lubang tambang ukuran 10x10 

meter dengan kedalaman 1,5 meter. Lokasi eks lubang tambang tidak jauh 

dari pemukiman penduduk. Terbukti dari mudahnya Maulana bersama dengan 

teman-temannya mengakses untuk digunakan lagi-lagi untuk berenang 

bersama. 

 

Berdasarkan keterangan orang tua korban, tidak ada perhatian baik dari 

Pemerintah setempat dan Aparat Kepolisian yang mendatangi keluarga 

korban dan mengungkap kasus kematian korban. Pihak perusahaan 

mendatangi keluarga korban dan memberikan santunan sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditolak oleh keluarga.  

 

Sumber Peta : Data base JATAM Kaltim overlay peta tahun 2012 

Sumber Foto  : Repro koleksi keluarga by: Didit Haryadi (Jatam Kaltim) 

 

 

Korban ke 7 : Muhammad Fariqi 

Pada 26 Januari 2016 tejadi peristiwa tenggelamnya Sdr. Fariqi (14 tahun), 

santri pondok pesantren Ibadurrahman di lubang eks galian di areal PT 

Kitadin (salah satu Perusahaan Modal Asing, Banpu Thailand).   
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Korban ke 8 : Nadia Zaskia  

Pada 8 April 2014 korban Nadia Zaskia (11 tahun) meninggal di lubang galian 

milik CV. Cahaya Ramadhan yang merupakan kontraktor dari PT Energi 

Cahaya Industritama berlokasi di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. 

Korban ketika itu tengah bermain dengan teman-temannya setelah pulang 

dari sekolah. Pihak perusahaan tidak memberikan uang santunan kepada 

keluarga korban dengan alasan kesulitan keuangan. Pihak Kepolisian juga 

tidak melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut.  

 

Sumber Peta: Data base JATAM Kaltim overlay peta tahun 2014  

Sumber Foto : Repro koleksi keluarga by: Sarah Agustio (Jatam Kaltim) 

 

Korban 9 : M. Raihan Saputra 

M. Raihan Saputra (10 tahun) meninggal dunia akibat tenggelam di lubang 

galian tambang PT. Graha Benua Etam pada 22 Desember 2014. Lokasi 

tambang hanya berjarak sekitar 189 meter dari pemukiman penduduk yang 

memiliki kedalaman 9 meter. Korban meninggal dunia ketika bermain 

bersama-sama temannya setelah menerima rapor dari sekolah. Keluarga 

korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke KLHK, KPAI, Komnas HAM dan 

sampai sekarang masih mengusahakan proses hukumnya melalui LBH dari FH 

Unmul. 



	  

	  

	  

11	  

 

Sumber Peta : Data base JATAM Kaltim overlay peta tahun 2014 

Sumber Foto  : Repro koleksi keluarga by: Didit Haryadi (Jatam Kaltim) 

 

Korban 10 : Ardi Bin Hasyim 

Pada 25 Mei 2015 terjadi kematian korban Ardi bin Hasyim (11 tahun) yang 

memiliki kebutuhan khusus di lubang bekas tambang milik PT Cahaya Energi 

Mandiri. Korban ditemukan setelah 3 (tiga) hari hilang dari rumahnya di Jl. 

Tekukur Pelita 7 Sambutan, Kota Samarinda.   

Untuk mengungkap peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian dan 

dilakukan visum et reperteum untuk proses penyelidikan lebih lanjut di 

Polsek Samarinda Ilir. Akan tetapi sudah 1 (satu) tahun belum ada tindak 

lanjut penanganannya oleh Kepolisian.  

 

 

Sumber Peta : Data base JATAM Kaltim overlay peta tahun 2015 

Sumber Foto  : Repro koleksi keluarga by: Didit Haryadi (Jatam Kaltim) 
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Korban 11 : M. Yusuf Subhan 

Pada 24 Agustus 2015, M. Yusuf Subhan menjadi korban meninggal di lubang 

galian PT. Lanna Harita Indonesia yang lahannya dihibahkan kepada Pondok 

Pesantren Yayasan Tursina	   dan berdampingan dengan kompleks perumahan 

warga, di mana jarak masjid pesantren dengan lubang tambang hanya 210 

meter. Hingga saat ini proses hukumnya belum ada kelanjutannya.  

PT. Lanna Harita Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing 

yang berasal dari Thailand. 

 

 

Sumber Peta : Data base JATAM Kaltim overlay peta tahun 2015 

 

Korban 12 : Aprilia Wulandari  

Pada 18 November 2015, Aprilia Wulandari (13 tahun) siswa SMP 25 Loa Bahu, 

Kota Samarinda menjadi korban meninggal dunia di lubang eks tambang PT. 

Transisi Energi Satunama. Peristiwa tersebut bertepatan dengan kehadiran 

Presiden Joko Widodo di Provinsi Kaltim. Jenazah korban langsung dibawa ke 

RSUD A.W Syahrani untuk dilakukan visum et reperteum, akan tetapi karena 

terbentur biaya akhirnya dibawa pulang ke rumah.   

 

Keesokan malamnya, pihak keluarga didatangi oleh pihak perusahaan dengan 

tujuan memberikan sejumlah uang sebagai bentuk belasungkawa. Pada lokasi 

kejadian, esok harinya baru dilakukan pemasangan papan pemberitahuan dan 

larangan untuk mengakses air dari kolam tersebut yang sebelumnya tidak 
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ada. Meskipun demikian, atas peristiwa tersebut sampai saat ini belum ada 

proses hukum yang berjalan.  

 

 

Sumber Peta : Data base JATAM Kaltim overlay peta tahun 2015 

Sumber Foto  : Repro koleksi keluarga by: Didit Haryadi (Jatam Kaltim) 

 

Korban 13 : Koko Dwi Handoko 

Pada 8 Desember 2015 pukul 16.00 WITA, Koko Dwi Handoko ditemukan 

tenggelam di lubang CV. Atap Tri Utama  yang luasnya 2 kali lapangan sepak 

bola yang berlokasi di Bentuas Kecamatan Palaran, Samarinda. Jenazahnya 

baru ditemukan 12 jam setelah kejadian yaitu, 9 Desember 2015. Di lokasi 

bekas galian tambang tidak terdapat papan peringatan, pagar keliling dan 

pos penjagaan. Direksi perusahaan tidak bertanggung jawab atas peristiwa 

tersebut dan melarikan diri.  
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Sumber Peta : Data base JATAM Kaltim overlay peta tahun 2015 

Sumber Foto  : Repro koleksi keluarga by: Didit Haryadi (Jatam Kaltim) 

 

Korban 14 : Dewi Ratna Pratiwi    

Pada 30 Desember 2015, Dewi Ratna Pratiwi (9 tahun) menjadi korban 

tenggelam di lubang eks pertambangan Koperasi Serba Usaha (KSU) Wijaya 

Kusuma di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, yang 

ditinggalkan sejak 2012.  Jarak lubang tambang sangat dekat dengan 

pemukiman berjarak 70 meter yang membahayakan bagi anak-anak. Di lokasi 

eks galian juga tidak ada larangan untuk berenang dan bermain. Jenazah di 

temukan 16 (enam belas) jam kemudian karena tidak ada bantuan dari Tim 

SAR untuk melakukan pencarian korban.   
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Sumber Peta: Data base JATAM Kaltim overlay peta tahun 2015 

 

Korban 19-20: Noval Fajar Selamet Riyadi dan Diky Aditiya 

Pada 23 Maret 2016, Noval Fajar Selamet Riyadi (16 tahun), dan Diky Aditiya, 

keduanya merupakan siswa SMKN 2 Samarinda meninggal di lubang tambang 

milik PT. Bukit Baiduri Energi yang sudah lama ditinggalkan sejak 1990-an. 

Diky dan satu orang teman lainnya berenang lebih dahulu, sedangkan Noval 

yang tidak bisa berenang mulanya hanya menonton dipinggiran lubang saja. 

Namun kondisi tanah pinggir lubang yang licin mengakibatkan Noval putra 

tunggal Ibu Salasiah ini ikut terpeleset dan akhirnya tenggelam.   

 

Rendy salah satu tim BPBD Tenggarong Sebrang melakukan pencarian sejak 

pukul 15.30 WITA dan merasa sulit melanjutkan pencarian karena 

keterbatasan peralatan menyelam, mengingat hari juga mulai malam. 

Sehingga pencarian dihentikan pada pukul 20.42 WITA. Tetapi keluarga 

korban dan warga masih terus bertahan sambil melakukan pencarian dengan 

peralatan tradisional. Hingga akhirnya jenazah Noval ditemukan pada pukul 

23.40 WITA. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Parikesit Tenggarong. 

Setelah ditemukanya jenazah korban Noval ditemukan kembali jenazah Diki 

Aditya pada pukul 01.15 Wita dini hari yang langsung dibawa ke Rumah Sakit 

Parikesit Tenggarong. Di lokasi eks galian PT. Bukit Baiduri Energi tidak ada 

plang peringatan dan larangan untuk beraktivitas dan hanya berjarak 184 

meter.  
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Merah  : Jarak dari Pemukiman ke TKP, 184 Meter. 

Biru   : Konsesi Tambang PT.BBE 

Titik Merah : Pemukiman Terdekat 

Hijau  : Konsesi Tambang PT. BBE 

Sumber Peta      : Data base JATAM Kaltim overlay peta tahun 2016 

 

Korban 21: Wilson Manggala 

Pada 15 Mei 2016 pukul 16.00 WITA, Wilson (17 tahun) ditemukan meninggal 

di bekas lubang tambang milik PT. Insani Bara Perkasa yang berlokasi di Desa 

Purwajaya Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara. Saat itu, 

Wilson tengah bermain bersama 7 (tujuh) teman satu sekolahnya, SMK 

Kesatuan Yayasan Sumber Mas Baru. Pihak perusahaan telah memberikan tali 

asih, tetapi belum ada tindak lanjut penyelesaian hukum.  
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Sumber Peta: Data base JATAM Kaltim overlay peta tahun 2016 

 

Korban 22 : Kusmayadi  

Pada 3 Mei 2016, Kusmayadi (22 tahun) warga Sambera Baru, Kecamatan 

Marangkayu tenggelam di lubang tambang batubara milik  CV. Panca Bara 

Sejahtera yang terletak di JL. Ring Road 3 Kecamatan Samarinda Ulu, 

Samarinda.  Lubang tambang hanya berjarak 57 meter dari pemukiman 

terdekat. CV. Panca Bara Sejahtera memiliki konsesi 123,8 Hektar dan masih 

terdapat 8 (delapan) lubang eks galian yang belum ditutup sejak 2013.  

	  

Sumber Peta: Data base JATAM Kaltim overlay peta tahun 2016 
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Korban 23 : Agus Irawan 

Pada 12 Februari 2016, Agus Irawan (20 tahun) warga desa Buluminung 

meninggal karena tenggelam di lubang tambang milik PT. Bumi Energi Kaltim 

di Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditinggalkan tahun 2010.   

 

Pencarian korban dilakukan oleh Kepolisian dan Tim Taruna Siaga Bencana 

(TAGANA) dibantu warga setempat. Dengan alasan keamanan Polisi dan 

TAGANA menghentikan sementara pencarian hingga tengah malam.  Namun, 

Keluarga dan warga setempat tetap berupaya mencari pinjaman perahu dan 

membuat pancing serta jangkar untuk mencari korban. Dengan peralatan 

sederhana hasil swadaya dari masyarakat akhirnya pencarian pun berakhir 

pada pukul 03.15 dini hari dengan ditemukannya tubuh korban di kedalaman  

8 meter.   

 

Jenazah korban dievakuasi ke kediaman orang tua korban dan pukul 06.00 

Wita jenazah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Pada pukul 09.00 Wita 

jenazah di pulangkan kembali ke kediaman orang tua untuk dikebumikan.   

 

Warga sejak 2011 setempat sudah menuntut perusahaan untuk menutup 

lubang tambang namun tidak memperoleh tanggapan dari perusahaan.  Jarak 

lubang tambang dengan pemukiman berjarak 350 meter dan tidak ada plang 

peringatan dan Pos Keamanan yang melakukan penjagaan.  

 

 

 

 

 

Sumber Peta : Data base JATAM Kaltim, overlay peta tahun 2016 

Sumber Foto  : Repro koleksi keluarga by.Didit Haryadi (Jatam Kaltim) 
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Korban 24 : Sanofa M. Rian Gunawan 

Pada 5 Agustus 2015, Sanofa M. Rian Gunawan (14 tahun) siswa kelas 1 SMPN  

Tenggarong tenggelam di lubang tambang eks PT. Cakra di Desa Sebulu 

Modern Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegera. Atas peristiwa 

tersebut, keluarga telah melaporkan ke Polsek Sebulu dan kemudian 

pencarian jenazah dilakukan oleh Tim SAR.  

 

 

DAFTAR KORBAN LUBANG TAMBANG BATUBARA KALIMANTAN TIMUR 

NO Perusahaan Korban Lokasi Waktu 
Kejadian 

1 PT. Kitadin Muhammad Fariqi (14) Desa Bangun 
Rejo Kec. 
Tenggarong 
Seberang 

26 januari 
2012 

2 PT. Bara Sigi 
Mining (BSM) 

Sanofa M Rian (14) Desa Sebulu 
Modern, RT 
14 (jalan 
poros 
Tenggarong-
Sebulu), 
Kecamatan 
Sebulu 

05 Agustus 
2015 

3 PT. Muliana 
Jaya 

Budi Maulana (11) Kelurahan 
Jawa RT. 4 
Kecamatan 
Sangasanga. 

Agustus 
2013 

4 PT. Multi 
Harapan 
Utama (MHU) 

Mulyadi (15) RT 3, 
Kelurahan 
Loa Ipuh 
Darat, 
Kecamatan 
Tenggarong 

16 
Desember 
2015 

5 KSU Wijaya 
Kusuma 

Dewi Ratna (9) Desa Sumber 
sari Kec. 
sebulu 

30 
Desember 
2015 

6 PT. Bukit 
Baiduri 
Energi 

Noval Fajar Slamat 
Riyadi (15) 

Desa Bukit 
Raya RT. 19 
Kec. 
Tenggarong 
Seberang 

23 Maret 
2016  

7 PT. Bukit 
Baiduri 

Diky Aditya (15) Desa Bukit 
Raya RT. 19 

23 Maret 
2016 
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Energi Kec. 
Tenggarong 
Seberang 

8 PT. Kitadin Tidak Teridentifikasi Tenggarong 
Seberang, 
Kutai 
Kartanegara  

2011 

9 PT. Insani 
Bara Perkasa 

Wilson (17)  KM. 9, RT 18, 
Desa 
Purwajaya, 
Kec. Loa 
Janan 

15 Mei 
2016 

10 PT. Hymco 
Coal 

Miftahul Jannah (10) Sungai 
Kerbau Kec. 
Sambutan 

13 Juli 
2011 

11 PT. Hymco 
Coal 

Junaidi (13) Sungai 
Kerbau Kec. 
Sambutan 

13 Juli 
2011 

12 PT. Hymco 
Coal 

Ramadhani Sungai 
Kerbau Kec. 
Sambutan 

13 Juli 
2011 

13 PT. Panca 
Prima Mining 

 Dede Rahmad (Eza) (6) Sambutan 
Idaman 
Permai, 
Pelita 2  

24 
Desember 
2011 

14 PT. Panca 
Prima 
Mining/ PD. 
PAU 

Emaliya Raya Dinata 
(Ema)  (6) 

Sambutan 
Idaman 
Permai, 
Pelita 2 
Samarinda 

24 
Desember 
2011 

15 PT. Insani 
Bara Perkasa 

Maulana Mahendra (11) Blok B RT.20, 
Simpang 
Pasir, Palaran 

25 
Desember 
2012 

16 Tak 
teridentifikas
i 

M. Shendy (8) Sambutan, 
Pelita 4, 
Handil Kopi, 
Blok L No 4 

14 Maret 
2013 

17 PT. Energi 
Cahaya 
Industritama 

Nadia Zaskia Putri (10) Kel. Rawa 
Makmur Kec. 
Palaran 

08 April 
2014 

18 PT. Graha 
Benua Etam 

M Raihan Saputra (10) Sempaja, 
Samarinda 

22 
Desember 
2014 

19 PT. Cahaya 
Energi 
Mandiri 

Ardi Bin Hasyim (13) Sambutan, 
Samarinda 

23 Mei 
2015 

20 PT. Lanna 
Harita 

Muhammad Yusuf 
Subhan (11) 

Sungai Siring, 
Samarinda 

24 Agustus 
2015 
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Indonesia 

21 PT. Transisi 
Energi 
satunama 

Aprillia wulandari (12) Lok Bahu, 
Samarinda 

18 
November 
2015 

22 CV. Atap Tri 
Utama 

Koko Dwi Handoko (16) Bantuas, 
Palaran 
Samarinda 

08 
Desember 
2015 

23 CV. Panca 
Bara 
Sejahtera 

Kusmayadi (22) Samarinda 
Ulu 

03 Mei 
2016 

24 PT. Insani 
Bara Perkasa 

M. Arham (5) 
(setelah amputasi 6 
kali operasi  27 hari d 
RSUD A. Moeis 
Samarinda) 

Palaran, 
Samarinda 

06 Mei 
2016 

25 PT. Bumi 
Energi Kaltim 

Agus Irawan (Iwan) (20) Buluminung, 
Penajam 
Paser Utara 

12 
Februari 
2016 
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 b. Dampak Lingkungan 

Kualitas Air  

Lubang-lubang bekas tambang dari lima konsesi pertambangan batubara di 

Samarinda ditemukan memiliki derajat keasaman (pH) yang sangat rendah, 

jauh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah. Dari seluruh 

sampel, diantaranya memiliki derajat keasaman (pH) 3,2 ppm. 

 

sumber foto : Dokumentasi Jatam Kaltim, saat sampling air 

Seluruh sampel yang diambil juga terdeteksi mengandung konsentrasi logam 

berat. Sebagian modus perusahaan adalah menjadikan lubang tempat wisata, 

airnya disalurkan Pipa–pipa ke rumah–rumah, dipakai berenang dan 

perusahaan membangunkan toilet-toilet umum seperti pada kasus PT. Multi 

Harapan Utama di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagian lagi perusahaan 

menjadikan lubang tambang untuk keramba Ikan. Dampak kesehatan seperti 

kanker dan penyakit degeneratif dan akumulatif lainnya mengintai. 

  

Waktu 
Pengambilan 

Lokasi pH TDS 
( ppm ) 

Konduktivitas 
( µs ) 

10 Mei 2016 PT. Transisi Energi 
Satunama 

5,7 -  

11 Mei 2016 PT. Panca Bara 
Sejahtera 

6,9 347 694 

10 Mei 2016 PT. Cahaya Energi 
Mandiri 

4,1 380 760 
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11 Mei 2016 CV. Arjuna ( Lubang 
Tambang ) 

7,5 114 228 

11 Mei 2016 CV. Arjuna ( Setling 
Pond ) 

6,9 93 186 

10 Mei 2016 PT. Graha Benua 
Etam 

3,2 89 178 

 

Peneliti Air Jatam Kaltim menemukan baku mutu air Lubang Tambang di PT. 

Bumi Energi Kaltim di Kabupaten Penajam Pasir Utara pada 13 Februari 2016 

dengan PH 3.76 artinya asam dan berbahaya, melampaui baku mutu yang 

ditentukan di dalam Peraturan daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.  

Debu Batubara 

Dalam tahun 2013 saja ada 8 fasilitas pendidikan yang terkena dampak 

tambang, mulai dari SD, SMP, hingga Pesantren. Di Loa Kulu, Kabupaten Kutai 

Kartanegara, sebulan lamanya murid gotong royong membersihkan kelas 

karena debu dimusim kering dan lumpur di musim penghujan, AMDAL yang 

mengatur Jarak nampaknya hanya “sakti”  di atas kertas saja, di Samarinda 

bahkan Jatam Kaltim mesti menggugat ke KIP dulu baru mendapat akses 

 

sumber foto : Dokumentasi Jatam Kaltim 
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c. Respon Pemerintah dan Kepolisian  

Komnas HAM RI melakukan pemantauan peristiwa kematian anak-anak di 

lubang eks galian pertambangan batubara sejak 2012. Hasilnya telah disusun 

dan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemerintah baik pusat 

dan daerah, serta aparat Kepolisian. Meskipun demikian, ternyata sampai 

saat ini peristiwa tersebut terus berulang dan sampai Juni 2016 berjumlah 24 

(dua puluh empat) korban meninggal dunia di bekas lubang tambang dan 1 

(satu) korban meninggal di tumpukan batubara. Rekomendasi Komnas HAM RI 

mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait sebagai berikut:  

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur   

Komnas HAM RI telah mengeluarkan surat No. 1.440/K/PMT/IV/2015 

tertanggal 7 April 2015 yang ditujukan kepada Walikota Samarinda, Kepala 

Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur, Badan Lingkungan Hidup 

Samarinda, dan Kapolresta Samarinda perihal Permintaan Penjelasan terkait 

Bekas Tambang di Samarinda yang Mengakibatkan 8 Anak Meninggal Dunia.   

Rekomendasi tersebut kemudian menerima tanggapan dari Kepala Badan 

Lingkungan Hidup Kalimantan Timur melalui surat No. 

660.2/1538/B.I.1/BLH/2015 tertanggal 10 Desember 2015 perihal Tanggapan 

atas Rekomendasi Komnas HAM RI terkait Kasus Lubang Tambang yang 

menjelaskan bahwa: 

a) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan sejumlah 

regulasi terkait kegiatan pertambangan, di antaranya adalah Peraturan 

Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 17 

Tahun 2015 tentang Penataan Pemberian izin dan Non Perizinan Serta 

Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, 

Kehutanan, dan Perkebunan Sawit di Kalimantan Timur. 

b) Menerbitkan Surat Edaran No. 660.2/4543/BLH/2015 tertanggal 24 

Agustus 2015 perihal Inventarisasi Lubang Tambang Batubara yang 

Berada pada Wilayah Kab./Kota di Prov. Kalimantan Timur. Namun, 

hingga batas waktu yang ditentukan (November 2015), baru Kabupaten 
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Paser yang melakukan hasil inventarisasi tersebut. 

c) Bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

untuk menindaklanjuti kasus meninggalnya anak-anak di bekas lubang 

tambang dalam ranah pidana, di mana terkait Pulbaket saat ini tengah 

dikerjakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur. 

d) Terkait lubang tambang yang ditinggalkan, hal tersebut menjadi 

kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur. 

 

2. Pemerintah Kabupaten/Kota  

Komnas HAM RI telah mengeluarkan surat No. 1.440/K/PMT/IV/2015 

tertanggal 7 April 2015 yang ditujukan kepada Walikota Samarinda, 

perihal Permintaan Penjelasan terkait Bekas Tambang di Samarinda yang 

Mengakibatkan 8 Anak Meninggal Dunia. Akan tetapi tidak ada respon atas 

surat dimaksud dalam penanganan atau tindakan untuk menangani korban 

dan peristiwa tersebut tidak terulang kembali.  

3. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur   

Pihak Polda Kalimantan Timur dengan surat No. R/701/VI/2015/ Itwasdda 

tertanggal 6 Juni 2015 perihal Tindak Lanjut Surat Komnas HAM No. 

1.440/K/PMT/IV/2015 yang menjelaskan bahwa: 

a. Dari 8 korban, hanya laporan polisi terhadap korban a.n. Miftahul 

Jannah, Junaidi, dan Ramadhani, Eza, dan Ema yang telah 

mendapatkan tindak lanjut. Untuk korban a.n. Miftahul Jannah, 

Junaidi, dan Ramadhani, masih proses pemeriksaan saksi, sedangkan 

untuk korban Eza dan Ema telah ditetapkan 1 (satu) tersangka a.n. 

Muhammad Yusuf Rambo Ape yang berkasnya telah dilimpahkan ke 

Kejaksaan Negeri Samarinda. 

b. Terhadap korban a.n. Mahendra dan Zaskia Putri belum mendapatkan 

tindak lanjut dikarenakan tidak adanya laporan terhadap kepolisian 

setempat, sedangkan keluarga korban a.n. Muhammad Raihan Saputra 

tidak bersedia untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah yang 



	  

	  

	  

26	  

bersangkutan dan masih dalam proses penyidikan oleh Polsekta 

Samarinda Utara. 

Atas berbagai peristiwa yang terulang, Komnas HAM RI kemudian 

mengeluarkan rekomendasi lanjutan No. 3.808/K/PMT/XI/2015 

tertanggal 10 November 2015 perihal Rekomendasi Komnas HAM atas 

Kasus Anak-Anak yang Tenggelam di Lubang Tambang di Samarinda 

yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Timur. Rekomendasi 

tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari Kapolda Kalimantan 

Timur dengan surat No. R/510/IV/2016/Itwasda tertanggal 15 April 

2016 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM atas Kasus 

Anak-Anak yang Tenggelam di Lubang Tambang. Pihak Polda 

Kalimantan Timur menjelaskan bahwa: 

a) Terkait berkas perkara korban a.n. Miftahul Jannah, Junaidi, 

dan Ramadhani telah dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri 

Samarinda (P-19) sebanyak 3 (tiga) kali dengan petunjuk untuk 

melakukan pemeriksaan saksi ahli pertambangan dan 

lingkungan hidup (sesuai dengan petunjuk rekomendasi Komnas 

HAM RI). Pihak Polda Kalimantan Timur kemudian melakukan 

pemeriksaan ahli terhadap Dinas Pertambangan dan Energi 

Kota Samarinda dan Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda. 

Berdasarkan keterangan dari saksi ahli Dinas Pertambangan dan 

Energi Kota Samarinda bahwa sanksi bagi penambang yang 

tidak melakukan reklamasi sebatas pada teguran saja. Bila 

penambang meninggalkan tambangnya maka jaminan reklamasi 

digunakan untuk melakukan reklamasi dimaksud dengan 

menunjuk pihak ketiga yang memiliki kapasitas untuk 

melakukan hal tersebut. Saksi Badan Lingkungan Hidup Kota 

Samarinda menjelaskan bahwa PT. Hymco Coal (perusahaan 

yang bekas tambangnya menjadi tempat meninggalnya anak 

a.n. Miftahul Jannah, Junaidi, dan Ramadhani) telah membuat 

kolam penampungan air sementara dengan membendung aliran 

air agar tidak mengakibatkan genangan air di sekitar 
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pemukiman dekat tambang dan hal ini dibenarkan karena 

untuk antisipasi air tidak menggenang ke pemukiman kegiatan 

penambangan. 

b) Terkait berkas perkara korban a.n. Eza dan Ema telah terdapat 

vonis 1 bulan penjara terhadap pelaku a.n. Muhammad Yusuf 

Rambo Ape oleh Pengadilan Negeri Samarinda karena terbukti 

tidak melakukan reklamasi pascatambang. Komnas HAM RI 

menilai hukuman tersebut sangat rendah dan tidak 

memberikan efek jera. Namun demikian, Komnas HAM RI tetap 

menghormati keputusan hakim mengingat telah terdapat 

putusan tetap (inkracht). 

c) Terkait berkas perkara korban a.n. Muhammad Raihan Saputra 

telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari Kepala 

Teknik Tambang PT. Graha Benua Etam, Dinas Pertambangan 

dan Energi Kota Samarinda, Dinas Energi dan Pertambangan 

Kalimantan Timur, dan Pengajar dari Fakultas Hukum 

Universitas Mulawarman. Hambatan yang dialami oleh penyidik 

adalah orang tua korban tidak bersedia jenazah anaknya untuk 

diotopsi dan mereka tidak kunjung memenuhi panggilan 

kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi. 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada, penyidik belum 

dapat menentukan tersangka dikarenakan belum mendapatkan 

data lengkap dari PT. Graha Benua Etam. 

d) Terkait berkas perkara a.n. Ardi bin Hasyim, penyidik 

mengalami hambatan penyelidikan dikarenakan pada tempat 

ditemukannya jenazah terdapat papan peringatan yang 

menyebutkan dilarang memancing, berenang, dan bermain di 

sekitar kolam dan sekitar 50 m terdapat pengawas security. 

Rencana tindak lanjutnya pihak Polda Kalimantan Timur akan 

melakukan pemeriksaan saksi ahli hukum pidana. 

e) Terkait berkas perkara a.n. Noval Mahdiansyah berdasarkan 
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penyelidikan disimpulkan bahwa peristiwa tersebut murni 

kecelakaan tenggelam dan pihak orang tua telah membuat 

surat tidak keberatan atas peristiwa tenggelamnya anak 

mereka. Wilayah TKP korban merupakan kolam milik PT. Apel 

Biru yang telah diambil alih oleh PT Mutiara Apel Hijau, tetapi 

PT. Mutiara Apel Hijau belum melakukan kegiatan di lokasi 

tersebut (masih terdapat permasalahan terkait pengalihan 

pertanggungjawaban antara kedua perusahaan tersebut dan 

kepolisian tidak dapat menghubungi kedua perusahaan tersebut 

karena tidak berada di Kota Samarinda). Rencana tindak lanjut 

akan melakukan pemeriksaan saksi ahli. 

f) Terkait berkas perkara a.n. Yusuf Sofyan, kepolisian telah 

melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, tetapi dari hasil 

pemeriksaan saksi tersebut belum dapat disimpulkan siapa 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut. Hambatan 

penyelidikan adalah pihak orang tua yang keberatan untuk 

dilakukan otopsi terhadap jenazah anaknya dan masih 

melakukan penyelidikan mengenai kepemilikan lahan tempat 

kolam berada.  
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IV. ANALISIS HUKUM DAN HAM 

 

A. ANALISIS HUKUM  

Ketidakpatuhan Terhadap Kebijakan dan Perundang-Undangan  

Menteri, Gubernur, dan Walikota/Bupati sebagai Pemerintah memiliki 

kewenangan pengawasan terhadap setiap perijinan yang dikeluarkan olehnya 

atau oleh tingkat pemerintahan di bawahnya, sebagaimana Pasal 6, Pasal 7 dan 

Pasal 8 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  

Menteri, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai 

kewenangan yang diberikan dalam Pasal 139 hingga pasal 144 UU No. 4 tahun 

2009 memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan setiap perizinan yang 

dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Pengawasan izin tersebut 

bertujuan untuk menjaga agar tidak terdapat pelanggaran yang menimbulkan 

kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, baku mutu, dan kerugian 

masyarakat yang ditibulkan oleh suatu kegiatan pertambangan. Sehingga 

pemerintah wajib melakukan pengawasan selaku pihak yang mengeluarkan ijin. 

 

Pasal 71 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  

(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya 
wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan 
kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi 
teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.   

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau 
Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang 
merupakan pejabat fungsional.   

 
Pasal 71 UU No. 32/2009 tersebut dengan jelas menyatakan bahwa 

kewenangan absolut dalam pengawasan secara mutlak diberikan kepada pemberi 

ijin, dalam hal ini Walikota Samarinda, serta Menteri Lingkungan Hidup dan 
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Gubernur Kalimantan Timur sesuai kewenangannya, selaku penyelenggara 

Negara yang mengawasi setiap ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Di dalam kewenanganya mengawasi setiap ijin yang dikeluarkan juga dapat 

mengeluarkan sanksi administratif bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh 

pelaku usaha atau pemegang ijin lingkungan. Sanksi administratif tersebut dapat 

berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan ijin lingkungan dan 

pencabutan ijin lingkungan.7 

 

Pasal 82 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  

“Menteri, gubernur, bupati/walikota berwenang untuk memaksa 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan 
lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 
yang dilakukannya”. 

 
Didalam penerapan sanksi administratif terdapat pengecualian apabila 

pemerintah daerah tidak mampu memberikan sanksi administratif maka Menteri 

dapat mengambil alih dan mengambil keputusan untuk mengeluarkan sanksi 

administratif.  

Bahwa dalam kasus pembiaran kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan 

pengabaian tindakan reklamasi dan pasca-tambang oleh pemegang ijin, sehingga 

telah jelas menyebabkan terjadinya kondisi pelanggaran serius terhadap ijin 

lingkungan, maka Menteri, dalam hal ini Menteri Lingkungan HIdup (atau saat ini 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), memiliki kewenangan untuk 

melakukan pengawasan terhadap ijin lingkungan, sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 73 UU No. 32/2009.  

Menteri juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif 

kepada pemegang ijin, bilamana Pemerintah Daerah dengan sengaja tidak 

menerapkan sanksi, sebagaimana termuat dalam Pasal 77 UU No. 32/2009. 

Bahwa dalam kasus yang diduga dilakukan oleh PT. Graha Benua Etam (GBE) dan 

17 perusahaan tambang lainnya di Kalimantan Timur yang terlibat dalam kasus 

meninggalnya anak di bekas lubang tambang, diindikasikan secara kuat telah 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Pasal	  76	  ayat	  2	  Undang-‐Undang	  Nomor	  32	  tahun	  2009	  tentang	  Perlindungan	  dan	  Pengelolaan	  Lingkungan	  
Hidup.	  
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terjadi pengabaian pemberian sanksi oleh Pemerintah Kota Samarinda, berikut 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga terjadinya pengrusakan 

lingkungan hidup yang menyebabkan terjadinya kematian di lubang bekas 

tambang batubara tersebut.  

Pengawasan dilaksanakan Menteri, Gubernur, dan Walikota/bupati bila tidak 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 maka dapat 

dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan Pasal 112 UU No. 32/2009. 

 

Pasal 71 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  

(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya 
wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

(2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan 
kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi 
teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.   

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau 
Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang 
merupakan pejabat fungsional.   

 

Pasal 73 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

“Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh 
pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang 
serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.  

 

Pasal 77 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

“Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menggagap pemerintah 
daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap 
pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup”. 

 
Pasal 82 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
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“Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berwenang untuk memaksa penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup 
akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 
dilakukannya”. 

 

Pasal 112 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
terhadap peraturan perudang-undangan dan ijin lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)”. 

 

Tambang batubara yang dikeluarkan ijinya tidak memenuhi syarat seperti yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2012 tentang 

Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka 

Batubara yaitu jarak 500 meter tepi lubang galian dengan pemukiman warga, 

kenyataannya jarak dibawah jarak tersebut. 

 

Di lokasi kejadian juga terlihat bahwa perusahaan juga tidak mengikuti 

ketentuan teknik tambang seperti yang dimuat dalam Keputusan Menteri ESDM 

nomor 55/K/26/MPE/1995, diantaranya  tidak memasang pelang atau tanda 

peringatan di tepi lubang dan tidak ada pengawasan yang menyebabkan orang 

lain masuk ke dalam tambang. 

 

Lemahnya Pengawasan yang Mengakibatkan Terjadinya Kerusakan 
Lingkungan dan Kematian 
	  

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap 

ketaatan pemegang ijin agar tidak menyebabkan terjadinya kerusakan 

lingkungan hidup yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Dalam 

contoh kasus PT. Graha Benua Etam yang menyebabkan korban meninggal 

bernama M. Raihan Saputra, Pemerintah Kota Samarinda sebagai pemberi ijin 

Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan nomor 294/HK-KS/2005 tanggal 13 Juli 
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2005 dan ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Nomor SK IUP: 545/267/HK-

KS/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 dengan luas 493,7 hektar, berdasarkan tanggung 

jawab dan kewenangan, Pemerintah Kota Samarinda, berikut dengan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan 

kewenangannya, memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap 

ketaatan penanggung jawab usaha tersebut.  

 

Pemerintah Kota Samarinda diduga kuat telah cukup untuk memenuhi Pasal 359 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 112 UU No. 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebab unsur “barang 

siapa”, “karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” yang tercantum 

dalam Pasal 359 KUHP maupun Pasal 112 UU No. 32/2009, “Setiap pejabat 

berwenang”, “tidak melakukan pengawasan”, “terhadap ketaatan penanggung 

jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin 

lingkungan”, “mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan”, 

“mengakibatkan hilangnya nyawa manusia” telah terpenuhi.  

 

Di dalam kewenangannya maka Pemerintah Kota Samarinda, berikut dengan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup, 

sesuai dengan kewenangannya8, dapat dinyatakan telah melakukan kejahatan, 

sebagaimana Pasal 97 UU No. 32/2009, bahwa “Tindak pidana dalam undang-

undang ini merupakan kejahatan”.  

 

Pasal 359 KUHP 

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain 
mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 
kurungan paling lama satu tahun”. 

 

Pasal 71 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya 
WAJIB melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Sebagaimana	  termuat	  dalam	  Pasal	  71	  hingga	  73	  UU	  No.	  32/2009	  tentang	  Perlindungan	  dan	  Pengelolaan	  
Lingkungan	  Hidup	  	  
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usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.  

(2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan 
kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi 
teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.   

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau 
Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang 
merupakan pejabat fungsional.  

 

Pasal 72   UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

“Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya 
WAJIB melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap izin lingkungan”.  

 

Pasal 112 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap peraturan perudang-undangan dan ijin lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan 
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000.00 
(lima ratus juta rupiah)”. 

 

B. ANALISA HAK ASASI MANUSIA  

A. Relevansi HAM dengan Industri Pertambangan  

Kekayaan alam yang besar dan melimpah haruslah menjadi berkah untuk 

Bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, terhampar kekayaan alam baik 

yang ada di dalam perut bumi maupun permukaan. Kehutanan, perkebunan, 

pertambangan, minyak dan gas, dan berbagi sumber daya alam yang lain harus 

dikelola dan memberikan manfaat yang besar untuk kemakmuran rakyat.  

Sebagai bentuk pengelolaan yang bertanggung jawab dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka industri pertambangan (termasuk 

pertambangan rakyat) harus dikelola dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi 

manusia yang diatur dalam berbagai peraturan, baik Internasional dan domestik.  
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UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa “Bumi dan air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini merupakan 

normatifikasi dan dibentuk berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung 

dalam aline IV Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kemudian secara jelas menjadi sila kelima Pancasila yang merupakan landasan 

legitimasi keberadaan bangsa Indonesia.   

Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar dari Hak Penguasaan Negara mengatur 

tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang 

dikehendaki dalam Negara Indonesia, tetapi Pasal 33 ini bukan sesuatu yang 

berdiri sendiri akan tetapi sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Atas 

dasar itulah tujuan penguasaan atas sumber daya alam adalah keadilan sosial 

dan sebesar-besaranya kemakmuran rakyat.   

Pasal 33 UUD 1945 memposisikan diri bahwa Negara sebagai pengatur dan 

penjamin kesejahteraan rakyat sehingga jika melepaskan suatu bidang usaha 

atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta atau individu harus disertai 

dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang jelas. Hal ini 

merupakan implementrasi konsep bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan 

tetap dapat dikendalikan oleh Negara. Dengan demikian, keberadaan industri 

pertambangan harus tetap menjamin pemenuhan hak asasi manusia, terutama 

aspek keselamatan manusia, aspek hak kesejahteraan, aspek lingkungan hidup, 

aspek hak atas kepemilikan, aspek penegakan hukum dan aspek HAM lainnya.   

Hukum Hak Asasi Manusia dengan jelas memberikan tanggung-jawab kepada 

Negara terutama pemerintah untuk mengambil langkah-langkah legislatif yang 

memadai dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam mencegah 

atau memperkecil kemungkinan lahirnya tindak pelanggaran hak asasi manusia 

yang berpotensi menghilangkan atau mengurangi pemenuhan hak asasi manusia. 

Negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa langkah-langkah legislatif 

yang telah mereka ambil sangat memadai untuk menunjang langkah-langkah 

pencegahan dan pemulihan yang akan dijalankan oleh institusi-institusi 

pelaksana. Apabila negara secara sengaja tidak melakukan tindakan yang 
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seharusnya dilakukan untuk melindungi dan memenuhi HAM, maka telah terjadi 

pelanggaran HAM dengan jalan pembiaran (by ommision). Sedangkan jika dengan 

sengaja negara melakukan pelanggaran, maka disebut pelanggaran HAM by 

commission.   

Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “Seperangkat 

hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana disebutkan di dalam 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

adalah “Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat 

negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara 

melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak 

asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang 

ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 

penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang 

berlaku”.  

Sehubungan dengan hal tersebut, analisis hukum yang digunakan untuk 

melakukan analisis terhadap berbagai peristiwa yang terjadi adalah dengan 

menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya di bidang hak asasi 

manusia, serta mengacu pada peraturan internasional di bidang hak asasi 

manusia yang relevan. Analisis HAM disini dimaksudkan untuk mengetahui 

terpenuhi atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia  dalam peristiwa 

kematian 24 (dua puluh empat) orang terutama anak-anak di Provinsi 

Kalimantan Timur yang terjadi sampai bulan Juni 2016, akibat tenggelam di eks 

pertambangan batubara yang tidak dilakukan penutupan (reklamasi) pasca 

tambang.  
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B. Analisis HAM  

Secara garis besar, analisis HAM terhadap hak-hak yang dilanggar dalam 

peristiwa ini akan menggunakan ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, antara lain:  

1. UUD 1945 Amandemen. 

2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).  

3. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob).  

4. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan 

Politik (Kovenan Hak Sipol).  

5. UU Sektoral lainnya diantaranya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan, Mineral dan Batubara, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup.  

 

Berdasarkan data, fakta dan informasi di lapangan serta permintaan keterangan 

dari berbagai pihak, Komnas HAM menemukan sekurang-kurangnya 4 (empat) 

bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa kematian 24 (dua puluh 

empat) orang akibat tenggelam yang disebabkan tidak dilakukan penutupan 

(reklamasi) eks galian oleh perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur dan 1 (satu) 

orang meninggal terbakar di dalam tumpukan batubara. Pelanggaran tersebut 

meliputi: 

1. Hak untuk Hidup. 

Hak untuk hidup secara tegas dijamin dalam Konstitusi Indonesia 

yang tercantum dalam Pasal 28 A yang menyatakan bahwa “Setiap orang 

berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Dengan demikian, hak untuk 

hidup merupakan hak konstitusional.  

Jaminan atas hak untuk hidup juga dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) 

UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi: ”Setiap orang berhak untuk hidup, 

mempertahankan hidup dan  meningkatkan taraf kehidupannya.” Begitu 
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pun dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi, “Hak hidup, hak 

untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak 

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 

dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun.” 

Mengacu pada Kovenan Hak Sipil dan Politik, hak untuk hidup (rights 

to life) adalah salah satu hak yang termasuk dalam kategori hak-hak yang 

bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara-

Negara pihak (non-derogable right) walaupun dalam keadaan darurat, 

apalagi hak hidup tersebut tercerabut akibat kecerobohan korporasi yang 

tidak melaksanakan kewajiban untuk menutup galian tambangnya.  

Mengacu pada kovenan ini, Negara-negara pihak diwajibkan untuk 

menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dan diperuntukkan bagi 

setiap individu yang berada dalam wilayah dan tunduk pada yuridiksinya 

tanpa diskriminasi apapun. Pasal 6 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik 

memuat ketentuan mengenai hak hidup, yakni “Setiap manusia 

mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus 

dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya 

secara sewenang-sewenang.”  

Berdasarkan fakta yang ditemukan sampai bulan Juni 2016, sebanyak 

24 (dua puluh empat) warga Provinsi Kalimantan Timur, terutama anak-

anak yang khususnya berada di Kota Samarinda dan Kab. Kutai 

Kartanegara telah menjadi korban dan meninggal dunia. Mereka secara 

keseluruhan tenggelam (tercebur) dalam lubang eks galian pertambangan 

yang tidak dilakukan penutupan (pasca tambang) oleh perusahaan.  

Padahal, baik dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, 

Mineral dan Batubara serta PP Nomor 78 Tahun 2010 tetang Reklamasi dan 

Pasca Tambang telah tegas mengatur mengenai kewajiban reklamasi dan 

pasca tambang. Beberapa hal yang penting dalam PP Nomor 78 Tahun 

2010 tetang Reklamasi dan Pasca Tambang yaitu :  

a) Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “Pemegang IUP 

Eksplorasi dan IUPK Ekspolorasi wajib melaksanakan reklamasi” dan 
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“Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib 

melaksanakan reklamasi dan pascatambang”. 

b) Pasal 21 menyatakan bahwa “Pelaksanaan reklamasi sebagamana 

dimaksud Pasal 19 dan Pasal 20 wajib dilakukan paling lambat 30 

(tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha 

pertambangan pada lahan terganggu” 

c) Pasal 50 ayat (1) dan (2) mengatur tentang pemberian sanksi 

administrasi akibat pelanggaran berbagai pasal yang diatur dalam PP 

Nomor 78 Tahun 2008, “Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa : (a) peringatan tertulis, (b) penghentian 

sementara kegiatan dan/atau pencabutan IUP, IUPK atau IPR” 

Tewasnya 24 (dua puluh empat) orang tersebut jelas merupakan 

pelanggaran HAM terutama hak untuk hidup yang dijamin dalam semua 

peraturan perundangan HAM mulai dari Konstitusi RI (UUD 1945 

Amandemen ke-2), UU HAM, dan Kovenan Hak Sipol, dan peraturan 

sektoral lainnya.  Hak untuk hidup menjadi hak tertinggi (supreme of 

human rights) yang pemenuhannya tidak dapat dikurangi sedikitpun, 

apalagi hanya karena ketidak patuhan terhadap regulasi yang telah 

ditetapkan.  

Oleh karena itu, tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas 

semua hak dan kebebasan yang dijanjikan dalam kovenan ini ada di 

pundak Negara. Seharusnya, dalam peristiwa tersebut, Negara memiliki 

kewajiban tertinggi untuk mencegah peristiwa kematian ini terus terulang 

kembali. Selain itu, Negara melalui Aparat Penegak Hukum perlu 

melakukan tindakan keras dengan memproses secara pidana, perdata dan 

tata usaha negara guna membawa para pelaku (terutama korporasi) 

mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.  

 

2. Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Bersih   

Berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di bidang lingkungan 

hidup telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat, 

terutama industri ekstraktif. Pelanggaran itu seyogyanya dimaknai sebagai 



	  

	  

	  

40	  

ancaman terhadap peradaban manusia Indonesia. Pada gilirannya akan 

terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, sosial dan 

budaya, serta hak sipil dan politik. Pelanggaran terhadap norma 

lingkungan hidup mengakibatkan bencana, baik alami maupun buatan 

manusia, dan telah mengorbankan banyak nyawa manusia.  

Perusakan lingkungan hidup oleh korporasi telah menyebabkan 

penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap bagian 

terbesar manusia lainya. Fenomena hak atas lingkungan hidup yang baik, 

sehat, dan seimbang sebagai hak asasi manusia, dikaitkan dengan realitas 

pengelolaan lingkungan hidup Indonesia belum terwujud. Meskipun 

konstitusi UUD 1945 melalui Pasal 28 H ayat 1 menjamin bahwa “Setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 

mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan”. Demikian halnya dalam UU Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) 

menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat”.  

Demikian halnya, dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara secara jelas mengatur jaminan aspek 

lingkungan hidup ini melalui beberapa Pasal diantaranya :  

a) Pasal 2 huruf d menyatakan “Pertambangan mineral dan/atau 

batubara dikelola berdasarkan asas (d) berkelanjutan dan berwawasan 

sosial”    

b) Pasal 3 huruf b menyatakan bahwa “Dalam rangka mendukung 

pembangunan nasional yang berkesinanibungan, tujuan pengeiolaan 

mineral dan batubara adalah (b) menjamin manfaat pertambangan 

mineral dan batubara secara berkelanjutan dan benwawasan 

lingkungan hidup”.    

c) Pasal 10 huruf b menyatakan bahwa “Penetapan WP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan (b) secara terpadu dengan 

rnemperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, 

masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, 

dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan” . 
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Demikian halnya dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas melalui Pasal 74 ayat (1) memberikan tanggung jawab 

kepada korporasi bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya 

di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Dalam Pasal 17 

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dinyatakan 

bahwa “Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang 

tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk 

pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, 

yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

Kewajiban badan usaha, termasuk yang bergerak dalam industri 

pertambangan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup telah diatur 

dengan tegas di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain sebagai berikut: 

a) Wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

b) Wajib memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan 

tepat waktu; 

c) Wajib menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; 

d) Wajib menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup 

dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

 

Tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM juga telah 

ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Panduan Bisnis dan 

Hak Asasi Manusia yang salah satu pilar (tujuannya) adalah adanya 

tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang 

berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara 

internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak 

negatif dari operasional korporasi.  

Berdasarkan ketentuan baik peraturan HAM dan UU sektoral lainnya 

telah mengamanatkan kepada Negara untuk melakukan pengawasan 
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implementasi UU dimaksud dan kewajiban korporasi untuk mentaati 

seluruh regulasi yang menyangkut aspek lingkungan hidup dan melakukan 

pemulihan dampak.  

Akan tetapi, faktanya dari berbagai kewajiban tersebut secara umum 

tidak dipatuhi oleh korporasi dengan membiarkan kewajiban pasca 

tambang dengan tidak melakukan pemulihan lingkungan dan termasuk 

reklamasi. Dampaknya, selain mengakibatkan peristiwa kematian juga 

terjadi efek pencemaran lingkungan, kerusakan struktur alam 

(lingkungan), kerusakan terhadap sumber kehidupan warga, terutama 

lahan pertanian, sumber air bersih dan udara serta hal-hal lainnya. 

Dengan demikian, sangat jelas bahwa telah terjadi pelanggaran hak atas 

lingkungan hidup yang sehat dan baik akibat kegiatan pertambangan 

batubara di Kalimantan Timur yang mengabaikan standar HAM dalam 

aspek lingkungan hidup.  

 

3. Hak atas Rasa Aman 

Jaminan perlindungan hak atas rasa aman tidak secara eksplisit 

dinyatakan dalam ketentuan perundangan yang ada. Pasal 28 G ayat (1) 

UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya serta berhak atas aman dan perlindungan dari ancaman 

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasi.  

Perlindungan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 UU HAM yang 

berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Hak atas rasa aman lalu 

dipertegas dalam ketentuan Pasal 30 UU HAM yang menyatakan bahwa 

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan 

terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.   

Berdasarkan fakta di lokasi dan hasil temuan Komnas HAM dari 

permintaan keterangan berbagai pihak, Komnas HAM menemukan 

berbagai peristiwa dan situasi terjadinya pelanggaran HAM terutama hak 
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atas rasa aman akibat kegiatan pertambangan batubara di Kalimantan 

Timur, seperti:  

a. Ketakutan dan kekhawatiran masyarakat sehubungan banyaknya 

korban jiwa meninggal, terutama anak-anak akibat tenggelam di areal 

bekas pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur, 

khususnya di Kota Samarinda dan Kab Kutai Kartanegara.  

b. Ketakutan dan kekhawatiran juga dialami oleh warga yang berada di 

sekitar lokasi pertambangan batubara yang jaraknya dari rumah tidak 

terlalu jauh, bahkan banyak yang hanya berjarak tidak lebih dari 10 

M. 

c. Ketakutan dan kekhawatiran juga dialami oleh warga sekitar 

pertambangan, baik dari aspek keamanan diri dan keluarganya, asset 

terutama rumah tinggal dan sumber kehidupan (sawah/kebun/tempat 

usaha) yang akan terdampak akibat kegiatan pertambangan batubara.  

d. Ketakutan dan kekhawatiran apabila melakukan aksi penolakan 

tambang dan demonstari, baik karena ancaman perusahaan, elemen 

masyarakat sipil (ormas) dan ancaman kriminalisasi dari Aparat 

Kepolisian.   

Berdasarkan fakta tersebut, jelas akibat/dampak adanya praktek 

pertambangan batubara  yang tidak memenuhi seluruh regulasi 

(instrumen) hukum dan HAM yang diurakan pada bagain sebelumnya, 

maka telah terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 

28 G ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 dan Pasal 30 UU HAM, khususnya hak 

atas rasa aman dari aspek perlindungan diri pribadi, keluarga, dan aspek 

harta benda yang di bawah kekuasaannya. Selain itu, setiap orang juga 

berhak atas aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu.  

 

4. Hak untuk Memperoleh Keadilan   

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Stahl, konsep 

Negara hukum yang disebut dengan istilah “rechtsstaat” mencakup empat 

elemen penting, yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembagian 
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kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan  peradilan tata 

usaha negara. Atas dasar ciri-ciri negara hukum ini menunjukkan bahwa 

ide sentral negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak asasi manusia yang bertumpu kepada prinsip kebebasan dan 

persamaan. 

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, khususnya elemen 

perlindungan hak asasi manusia, secara konstitusional negara Indonesia 

telah menjamin, menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi Hak 

Asasi Manusia.  Materi yang berkaitan dengan hak memperoleh keadilan 

terdapat dalam pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu, pasal 28I 

ayat (1)  juga menyebutkan hak atas pengakuan sebagai pribadi di 

hadapan hukum dan hak ini merupakan hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikuragi dalam keadaan apapun.  

Dalam rangka menegakkan butir-butir hak asasi manusia tersebut, 

telah diatur pula kewajiban orang lain untuk menghormati hak asasi orang 

lain serta tanggung jawab Negara atas tegaknya hak asasi manusia, 

khususnya hak memperoleh keadilan.  Pasal 28I ayat (5) yang menyatakan 

bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 

dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak 

asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan”. 

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa 

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan 

dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam 

perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui 

proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum 

acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur 

dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”  

Mengingat sumber daya alam bahan galian sifatnya tidak dapat 

diperbaharui (unrenewable) maka pengusahaannya harus dapat 

memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang. Sebagai 
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konsekusensi maka Negara cq. Pemerintah harus memberikan 

pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi yang tegas kepada 

perusahaan yang telah melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan, Mineral dan Batubara. Mengingat telah diberikan 

kewenangan penegakan hukum sesuai ketentuan Pasal 158 – 165. 

Beberapa pokok muatan materinya adalah :   

a) Pasal 163 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan 

hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, 

pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa 

pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali 

dari ketentuari maksimum pidana denda yang dijatuhkan”.             

b) Pasal 163 ayat (2) menyatakan bahwa “Selain pidana denda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi 

pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/ atau b. 

pencabutan status badan hukum”.   

c) Pasal 164 menyatakan bahwa “Selain ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 

162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan 

berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan 

tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak 

pidana; dan atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat 

tindak pidana”. 

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Pemerintah yaitu: 

(a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahum 2010 tentang Wilayah 

Pertambangan; (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; (c) 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaran Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral 

dan Batubara. 

Merujuk pada instrumen tersebut di atas, maka seharusnya seluruh 

laporan yang disampaikan oleh warga masyarakat, terutama keluarga 



	  

	  

	  

46	  

korban yang meninggal akibat tidak dilakukannya kegiatan pasca tambang 

(reklamasi) maka Negara melalui Aparat Penegak Hukum (termasuk PPNS 

Badan Lingkungan Hidup) memproses para pelaku, terutama korporasi 

yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban 

dalam industri pertambangan.  

Akan tetapi, dari peristiwa kematian 24 (dua puluh) empat yang 

terjadi sampai bulan Juni 2016 belum sepenuhnya dilaporkan atau telah 

dilaporkan akan tetapi perkaranya masih belum ditindaklanjuti sampai 

tahap persidangan di Pengadilan. Hanya ada 2 (dua) kasus yang 

perkaranya disidangkan di Pengadilan dari 4 (empat) peristiwa yang 

dilakukan penyisikan, sedang sisanya masih belum jelas penanganannya.  

Demikian halnya, dalam aspek tata usaha negara berupa pencabutan 

ijin oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM cq. Dirjen Mineral dan 

BatuBara, juga belum menunjukan upaya serius dari Pemerintah. Bahkan 

tuntutan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil terkait pencabutan 

perijinan beberapa perusahaan yang dituduh melakukan pelanggaran 

hukum dan HAM selalu menemui jalan buntu.  

Berdasarkan fakta-fakta tersebut - meskipun tidak seluruhnya 

mencermikan tidak adanya usaha dari Pemerintah baik melalui ESDM dan 

Aparat Kepolisian untuk melakukan kewenangan penindakan/pembinaan, 

akan tetapi secara garis besar menunjukan lemahnya penegakan hukum 

yang mencerminkan pelanggaran HAM khususnya hak untuk memperoleh 

keadilan dan kepastian hukum yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU sektoral lainnya, termasuk 

UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Kepolisian RI jo. Perkap Nomor 8 Tahun 

2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Tugas 

Kepolisian.  

 

5. Hak Anak 

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan HAM 

di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan 

perhatian dari seluruh elemen bangsa salah satunya regulasi. Dalam aspek 
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regulasi, peraturan terkait perlindungan terhadap hak asasi anak dimulai 

dengan Convention on the Rights of the Child/Konvensi tentang Hak-hak 

Anak (KHA). Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 

November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of 

The Child (konvensi tentang hak-hak anak) tanggal 25 Agustus 1990.  

Dalam Convention on the Rights of the Child terkandung 4 (empat) 

prinsip dasar yaitu 

a) Prinsip non-diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan 

terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak 

tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari 

prinsip universalitas HAM;  

b) Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (best interest of the 

child) artinya bahwa di dalam semua tindakan yang menyangkut 

anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi 

pertimbangan yang utama;  

c) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights 

to life, survival, and development) artinya harus diakui bahwa hak 

hidup anak melekat pada diri setiap anak dan hak anak atas 

kelangsungan hidup serta perkembangannya juga harus dijamin;  

d) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views 

of the child) artinya bahwa pendapat anak, terutama jika 

menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu 

diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.  

 

Dalam regulasi nasional melalui Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 juga 

telah menegaskan jaminan hak anak bahwa “Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.  

Perlindungan ini juga ditetapkan melalui Pasal 52 UU HAM yang 

menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang 

tua, keluarga, masyarakat dan negara”.  Perlindungan terhadap hak anak 

khususnya hak untuk hidup yakni pada Pasal 53 UU HAM yang menegaskan 
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bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, 

mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. 

Demikian juga perlindungan hak anak diatur melalui Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

Berdasarkan data, fakta dan informasi di lapangan menunjukkan 

bahwa: 

a. Tidak adanya upaya pengamanan terhadap eks galian tambang 

dengan mekanisme reklamasi atau penutupan lokasi.  

b. Tidak adanya upaya mengamankan atau mengevakuasi anak-anak 

yang berada di dalam lokasi atau eks pertambangan batubara oleh 

pihak perusahaan.  

c. Berdasarkan data yang ada, jumlah korban yang dekategorikan 

sebagai anak-anak yang menjadi korban jiwa akibat tenggelam di eks 

galian pertambangan batubara.     

d. Tidak adanya upaya serius dari Pemerintah melalui isntansi dan 

Aparat Penegak Hukum dalam proses penutupan eks galian tambang 

dengan masih banyaknya areal yang terbuka.  

Dari temuan tersebut, jelas terlihat bahwa telah terjadi pelanggaran 

atas hak-hak anak yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2), Pasal 

52 dan 53 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU Nomor 23 

tahun 2002 tentang Hak Anak jo Convention on the Rights of the Child. 
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V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

1. Bahwa terdapat korban 22 (dua puluh dua) anak dan 2 (dua) orang 

dewasa meninggal dunia akibat tenggelam di lubang eks tambang 

batubara, dan 1 (satu) anak meninggal karena terbakar akibat sisa 

timbunan batubara.  

2. Bahwa sebaran korban terdapat di Kota Samarinda (15 korban), Kab. 

Kutai Kartanegara (9 korban) dan 1 (satu) korban di Kabupaten Penajam 

Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.  

3. Bahwa telah terjadi pelanggaran HAM atas hak hidup, hak atas kesehatan 

dan lingkungan yang sehat, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas 

rasa aman dan hak anak.    

4. Bahwa telah terjadi dugaan pembiaran secara berlarut-larut oleh Aparat 

Negara baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 71  Undang-Undang 

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.   

5. Bahwa proses penegakan hukum yang seharusnya dapat dilaksanakan 

oleh Kepolisian dan Penyidik Lainnya belum menjangkau luasnya 

persoalan maupun jumlah korban dalam kasus matinya korban di bekas 

galian tambang batubara.  

6. Telah terjadi dugaan pelanggaran hak atas anak sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

 

B. REKOMENDASI 

Rekomendasi Umum  

1. Dalam kaitannya dengan kegiatan Bisnis termasuk pertambangan, 

pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan 

memenuhi hak asasi manusia  sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi 
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RI, Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Pilar 1  

Prinsip-Prinsip Panduan Tentang Bisnis dan HAM yang sudah disetujui oleh 

Pemerintah RI Tahun 2011. 

2. Dalam kegiatan bisnis termasuk pertambangan, dunia bisnis/korporasi 

berkewajiban untuk menghormati HAM terutama di wilayah mereka 

beroperasi sebagaimana diatur dalam Pilar 2 Prinsip-Prinsip Panduan 

Tentang Bisnis dan HAM yang sudah disetujui oleh Pemerintah RI Tahun 

2011. Ketidaktaatan Korporasi yang tidak menghormati hak-hak 

masyarakat lokal dalam menjalankan usahanya menunjukan bahwa 

Korporasi tidak mentaati Hukum Internasional dan dapat memberikan 

kewenangan pemerintah untuk memaksa Korporasi untuk memenuhi hak-

hak warga negara yang terlanggar. 

3. Dalam hal telah timbulnya korban atau kerugian sebagai dampak dari 

beroperasinya Korporasi, maka Pemerintah dan Korporasi berkewajiban 

untuk melakukan pemulihan hak-hak warga negara yang terlanggar, 

sebagaimana yang diatur dalam Pilar 3 Prinsip-Prinsip Panduan Tentang 

Bisnis dan HAM yang sudah disetujui oleh Pemerintah RI Tahun 2011. 

 

Rekomendasi Khusus 

Kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk: 

1. Melakukan moratorium pemberian izin tambang baru khususnya di Kota 

Samarinda, Kutai Kartanegara dan Paser Penajam Utara, serta umumnya 

di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 

2. Melakukan inventarisasi, evaluasi, dan mencabut izin-izin pertambangan 

khususnya di wilayah yang dekat dengan pemukiman padat penduduk di 

Provinsi Kalimantan Timur. 

3. Mendesak dan memastikan perusahaan-perusahaan tambang 

melaksanakan kewajibannya untuk reklamasi dan pasca tambang di 

seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.  

4. Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan-perusahaan 

pertambangan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses 

eksplorasi, eksploitasi, reklamasi dan pasca tambang. 
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5. Melakukan evaluasi terhadap 17 perusahaan pemegang IUP dan PKP2B 

yang telah menyebabkan 25 orang meninggal dunia akibat bekas lubang 

tambang maupun terpapar batubara. 

6. Menyediakan unit khusus untuk mendampingi dan melakukan pemulihan 

psikologis bagi para ibu yang anaknya menjadi korban meninggal dunia 

akibat bekas lubang tambang. 

 

Kepada Kapolda Kalimantan Timur dan jajarannya untuk: 

1. Memastikan adanya  proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional 

terhadap peristiwa meninggalnya 24 (dua puluh empat) korban di  lubang 

bekas tambang Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Paser 

Penajam Utara, termasuk 1 (satu) korban yang terbakar batubara. 

2. Melakukan tindakan cepat terhadap laporan kematian korban meninggal 

di bekas lubang tambang batubara.  

3. Melakukan proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan 

pelanggaran dan mengabaikan kewajiban dalam perundang-undangan yang 

berlaku.  

4. Berkoordinasi Kementerian dan Lembaga terkait (seperti Komnas HAM, 

PPNS Badan Lingkungan Hidup, KPAI, KPK, dan lain sebagainya) untuk 

menggunakan dasar hukum berlapis dalam memproses hukum kasus ini. 

 

Kepada Walikota dan Bupati : 

1. Berkoordinasi dan membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam proses 

penanganan, inventarisasi, dan evaluasi keberadaan pertambangan di 

wilayahnya.  

2. Melakukan pengawasan dan meminta kepada perusahaan untuk 

melaksanakan kewajibannya untuk reklamasi dan pasca tambang di 

wilayah masing-masing. 

3. Melakukan upaya pencegahan agar tidak jatuh korban berikutnya dengan 

memerintahkan perusahaan membuat plang peringatan, pemagaran dan 

pos keamanan di area bekas tambang.  

4. Melakukan tindakan kemanusiaan dengan memberikan santunan kepada 

keluarga korban.  
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Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk: 

1. Melakukan evaluasi terhadap izin IUP dalam bentuk PKP2B dan IUPK 

(khususnya terhadap 17 perusahaan yang telah menyebabkan 

meninggalnya 25 orang terkait bekas lubang tambang), terutama 

pengevaluasian IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan, serta yang tidak 

menerapkan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan 

Pasal 6 Ayat (1) butir j UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. 

2. Menindaklanjuti hasil monitoring yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap perijinan, pelaksanaan, reklamasi 

dan pasca tambang.  

 

Komisi Pemberantasan Korupsi  

1. Meningkatkan pengawasan terhadap proses perijinan, pelaksanaan, 

reklamasi dan pasca tambang yang berpotensi terjadinya kerugian Negara 

dan/atau penyalah gunaan kewenangan. 

2. Melanjutkan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan mineral, 

pertambangan dan  batubara.  

3. Melakukan investigasi atas keberadaan dana jaminan reklamasi dan pasca 

tambang dari 17 perusahaan yang telah menyebabkan 25 orang meninggal 

akibat bekas lubang tambang.  

 

Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk: 

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kerusakan lingkungan 

yang membahayakan masyarakat sekaligus terlanggarnya hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan Pasal 65 Ayat (1) UU 

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

2. Meningkatkan pengawasan untuk memastikan kewajiban perusahaan 

menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.  
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3. Melakukan investigasi dugaan pelanggaran pidana lingkungan hidup 

terhadap 17 perusahaan yang telah menyebabkan 25 orang meninggal 

dunia akibat bekas lubang tambang.  

 

Kepada Korporasi untuk: 

1. Melaksanakan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang 

berkoordinasi dengan pemerintah, dan kewajiban-kewajiban lainnya 

sesuai perundang-undangan yang berlaku.  

2. Melakukan remedi terhadap hak-hak korban sebagai perwujudan dari 

penghormatan korporasi terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya sesuai dengan pilar ke-3 tentang Prinsip-prinsip 

Panduan Bisnis dan HAM yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia 

pada tahun 2011. 
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Lingkungan Hidup; 

2. Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara; 

3. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

4. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing; 

5. PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. 
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